BAB  I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Otonom dan merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki dokumen induk Perencanaan Pembangunan Daerah yang memberikan arah penyelenggaraan pembangunan yang partisipatif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan responsif, yaitu Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS). POLDAS merupakan dokumen yang tertinggi di Daerah yang mengamanatkan kepada Gubernur untuk menjabarkannya ke dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yang memuat uraian kebijakan yang terukur. Kedua dokumen tersebut  ditetapkan dengan Peraturan Daerah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Dengan mengacu kepada kedua dokumen pembangunan tersebut, kemudian disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah yang merupakan perencanaan taktis strategis Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama 5 (lima) tahun ke depan, yang merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan yang tercantum dalam POLDAS maupun PROPEDA, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan-kegiatan pembangunan tahunan bagi lembaga-lembaga pemerintah Propinsi DIY. Dasar hukum dari kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun RENSTRA adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun tersebut pada Pasal 4 ayat (1) bahwa tercantum ketetapan bahwa Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis (RENSTRA), sedangkan pada ayat (2) ditetapkan bahwa setiap daerah wajib menetapkan RENSTRA dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Adapun ayat (3) menegaskan bahwa RENSTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pada saat ini telah terjadi perubahan dalam paradigma manajemen pemerintahan, baik itu disebabkan oleh faktor lingkungan domestik maupun faktor lingkungan global. Jika pada waktu yang lalu manajemen pemerintahan berorientasi kepada kekuasaan negara yaitu bagaimana memanfaatkan semua sumberdaya yang ada untuk kepentingan kekuasaan atau birokrasi, maka saat ini orientasi itu telah bergeser kepada bagaimana upaya yang dapat dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Dengan paradigma baru ini rakyat ditempatkan pada posisi utama dalam mengukur keberhasilan pelayanan birokrasi pemerintahan.

Perubahan faktor lingkungan domestik diawali dengan terjadinya reformasi yang telah mengembalikan kesadaran rakyat akan perlunya suatu pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Peran pemerintah di masa lalu yang sentralistis dan cenderung mendominasi semua aspek pembangunan, telah menyebabkan munculnya sosok birokrasi yang kurang efektif dan efisien, lamban serta kurang responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Di sisi lain ketergantungan masyarakat kepada pemerintah menjadi terlalu besar. Implikasinya adalah mandulnya kreatifitas dan inisiatif masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki untuk bersaing di tingkat global.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak lima tahun yang lalu telah membawa dampak serius terhadap kondisi politik, ekonomi, sosial dan keamanan. Krisis yang terjadi juga telah menimbulkan kesadaran akan perlunya koreksi terhadap paradigma pembangunan dan peran yang harus dilakukan Pemerintah. Paradigma pembangunan yang menekankan pertumbuhan dan bersifat sentralistis serta perencanaan pembangunan yang bersifat top-down menyebabkan terjadinya banyak bias dalam pelaksanaan pembangunan serta kurang terakomodasikannya aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Di tingkat global, perubahan-perubahan besar dalam tata hubungan ekonomi juga sudah di depan mata. Berkembangnya sentra-sentra ekonomi regional, serta pemberlakuan Asian Free Trade Agreement (AFTA) dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) yang menerapkan prinsip-prinsip pasar bebas dalam hubungan perekonomian antar negara, harus dapat diantisipasi dengan baik. Dalam hal ini pemerintah daerah akan menghadapi persaingan ganda, yaitu kompetisi antar daerah sebagai konsekuensi pemberlakuan otonomi daerah dan persaingan dengan negara lain, sebagai tuntutan yang harus dipenuhi kalau daerah ingin berkiprah di tingkat global.

Terkait dengan latar belakang tersebut di atas, maka dalam Poldas dan Propeda Propinsi DIY Tahun 2001-2005 ditentukan arah kebijakan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan urutan sebagai berikut:

1. Mewujukan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih.

2. Memulihkan ketahanan ekonomi daerah.

3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya.

4. Mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi terkemuka.

5. Memberdayakan masyarakat.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan tersebut maka transformasi birokrasi dan sistem birokrasi baru merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Sistem birokrasi yang berorientasi pada teknologi, bisnis, prinsip-prinsip transparansi, efektif dan menguntungkan, organisasi yang efisien dengan fungsi yang efektif, staf yang berkualitas tinggi serta manajemen mendasarkan pada kinerja akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Peran utama Pemerintah adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasinya, sehingga dapat mendayagunakan semua potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Transformasi peran ini dilandasi oleh kesadaran baru bahwa ada tiga pilar yang mempunyai peran dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu pemerintah, swasta (dunia usaha) dan masyarakat.

B. PENGERTIAN

Sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 108 Tahun 2000, RENSTRA merupakan Dokumen Perencanaan Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD Propinsi, merupakan rencana lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Tahunan dan Program Strategis.

RENSTRA merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang merupakan uraian dari rencana strategis pelaksanaan arah dan kebijakan yang tercantum dalam POLDAS dan PROPEDA, serta sebagai rujukan dalam penyusunan Arah Kebijakan Umum (AKU) dan Strategi dan Prioritas (SP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Renstra akan menjadi  tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Daerah (dalam hal ini Gubernur) pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan.

C. RUANG LINGKUP
1. Tinjauan dari Aspek Sumber Dana

Karena RENSTRA Daerah akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan AKU dan SP-APBD, serta sebagai acuan dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dalam pelaksanaan pemerintahan yang dibiayai dari APBD, maka substansi dan muatan RENSTRA Daerah dibatasi hanya pada program yang akan dibiayai dari APBD saja.

Di lain pihak, Program dan Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah berdasarkan azas tugas Dekonsentrasi dan azas tugas Pembantuan akan dipertanggungjawabkan tersendiri oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah (Pusat) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2. Tinjauan dari Aspek Waktu

RENSTRA disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun  yaitu dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008), sesuai dengan masa jabatan Gubernur.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

a. Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah (berlaku untuk semua dokumen perencanaan).

b. Menjamin adanya keterpaduan arah kebijakan dan strategi dari POLDAS, serta keselarasan program dan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan dalam PROPEDA yang dituangkan dalam AKU dan SP-APBD.

c. Sebagai tolok banding (benchmark) untuk mengukur kinerja Kepala Daerah.

2. Tujuan 

Sebagai alat untuk mencapai visi dari Poldas dan Propeda. 

E. LANDASAn 
1. Landasan Idiil: Pancasila;

2. Landasan Konstitusional: Undang-Undang Dasar 1945;

3. Landasan Operasional Fungsional:

a. Undang-undang  Nomor 3 Tahun 1950  tentang Pemben-tukan  Daerah  Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 1959;

b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peme-rintahan Daerah;

c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;

h. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  Nomor  2 Tahun  2001  tentang  Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi DIY Tahun  2001-2005;

i. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan  dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

j. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan  dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

k. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan  dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

l. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun  2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005 jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2002;

m. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan  dan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

n. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

F. SISTEMATIKA
Renstra disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I
   PENDAHULUAN

Bab II
   KONDISI UMUM DIY

Bab III
   VISI DAN MISI

Bab IV
   FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Bab V
   TUJUAN DAN SASARAN

Bab VI
   CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Bab VII
   PELAKSANAAN

Bab VII
   PENUTUP

PAGE  
7

